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Pendahuluan
Pemerintah desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan

menjadi ujung tombak pelayanan publik serta pelaksanaan program pembangunan, sebagaimana
diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2014. Dalam menjalankan fungsi
tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia aparatur yang kompeten, profesional, dan mampu
beradaptasi dengan dinamika sistem pemerintahan. Namun, kondisi SDM di Pemerintah Desa
Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas
yang dipengaruhi oleh keberagaman latar belakang pendidikan mulai dari SMP hingga sarjana
serta struktur usia aparatur yang sebagian besar berada di atas 40 tahun. Kondisi ini berdampak
pada kemampuan adaptasi perangkat desa terhadap perubahan sistem kerja berbasis teknologi
informasi, di mana perangkat yang lebih senior cenderung memerlukan waktu lebih lama dalam
mengoperasikan aplikasi dan sistem administrasi digital. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah
desa menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas seperti bimbingan teknis
(BIMTEK), sosialisasi, workshop, dan forum diskusi yang mencakup materi administrasi kependudukan,
pengelolaan keuangan desa, perpajakan, serta penggunaan sistem informasi berbasis digital. Oleh
karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis pengembangan kapasitas sumber daya manusia
aparatur Desa Balongdowo menggunakan Teori Griffin (2004) yang menitikberatkan pada tiga
indikator utama: pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)
Penelitian ini difokuskan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur
Pemerintah Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, dengan menggunakan perspektif teori
Griffin (2004), serta keterkaitannya dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan
tata kelola pemerintahan desa. Adapun rumusan masalah yang dijabarkan sebagai berikut:

• Bagaimana pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Pemerintah Desa
Balongdowo, Kecamatan Candi ditinjau dari indikator pendidikan, pelatihan, dan
pengalaman menurut teori Griffin (2004)?

• Apa saja faktor yang mempengaruhi proses pengembangan kapasitas sumber daya
manusia aparatur Desa Balongdowo dalam pelaksanaan tugas administrasi dan
pelayanan publik?
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Metode

Metode Penelitian Kualitatif

Jenis Penelitian

1. Pendidikan

2. Pelatihan

3. Pengalaman

Teori Implementasi Menurut

Griffin 

Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Teknik Pengumpulan Data

Desa  Balongdowo Kecamatan Candi 

Kabupaten Sidoarjo

Lokasi Peneltian

1. Sekretaris Desa

2. Kaur TU dan Umum

3. Kaur Kesejahteraan

Teknik Penentuan

Informan

Data Primer dan Data Sekunder

Sumber Data
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Hasil dan Pembahasan

1. Pendidikan

Indikator pendidikan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Pemerintah Desa

Balongdowo menunjukkan bahwa aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan yang

beragam, mulai dari jenjang SMP, SMA/SMK, hingga sarjana. Keberagaman tersebut

mencerminkan variasi dasar pengetahuan formal yang dimiliki masing-masing perangkat dalam

menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan publik. Meskipun demikian, perbedaan jenjang

pendidikan ini secara umum tidak menghambat pelaksanaan tugas, karena setiap aparatur tetap

menjalankan peran sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk mengisi

kesenjangan pemahaman yang muncul akibat keberagaman pendidikan tersebut, perangkat

desa dilibatkan dalam berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang disesuaikan

dengan bidang tugasnya. Secara keseluruhan, kondisi pendidikan aparatur Desa Balongdowo

telah cukup mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, namun keberagaman latar

belakang akademik yang cukup lebar mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas secara

berkelanjutan agar seluruh aparatur dapat menjalankan tugas administrasi dan pelayanan publik

secara lebih merata dan optimal.
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Hasil dan Pembahasan
2. Pelatihan

Indikator Pelatihan dalam pengembangan kapasitas SDM di Pemerintah Desa Balongdowo

menunjukkan bahwa perangkat desa mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan yang

diselenggarakan oleh Kecamatan Candi, dengan materi yang disesuaikan bidang tugas masing-

masing, seperti pengelolaan keuangan desa, administrasi kependudukan, perpajakan, dan sistem

informasi digital. Sementara itu, pelatihan yang bersumber dari anggaran desa tidak dilaksanakan

secara rutin karena bergantung pada ketersediaan dana dan kesepakatan musyawarah penyusunan

APBDes. Secara keseluruhan, kebutuhan pelatihan aparatur Desa Balongdowo sebagian besar

dipenuhi melalui program kecamatan, namun frekuensi dan kesinambungannya masih perlu

ditingkatkan agar seluruh perangkat dapat beradaptasi secara merata terhadap perubahan sistem

kerja dan teknologi administrasi. berkelanjutan.
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Hasil dan Pembahasan
3. Pengalaman

Indikator pengalaman dalam pengembangan kapasitas SDM di Pemerintah Desa Balongdowo

menunjukkan bahwa pengalaman kerja aparatur terbentuk dari perbedaan masa kerja dan

rentang usia, yang tercermin dalam cara masing-masing perangkat menjalankan tugas administrasi

dan pelayanan publik. Aparatur senior memiliki pemahaman prosedural yang lebih mendalam,

sementara aparatur yang lebih muda cenderung lebih adaptif terhadap sistem administrasi berbasis

teknologi. Kondisi ini menciptakan dinamika kerja yang saling melengkapi, di mana aparatur muda

kerap memberikan pendampingan teknologi kepada perangkat senior. Secara keseluruhan,

keragaman pengalaman kerja di Desa Balongdowo menjadi aset kolaboratif dalam

penyelenggaraan pemerintahan, meskipun penyesuaian terhadap sistem digital masih menjadi

tantangan bagi kelompok usia yang lebih senior.
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Temuan Penting Penelitian
Temuan penting penelitian menunjukkan bahwa pengembangan
kapasitas SDM di Pemerintah Desa Balongdowo telah berjalan melalui tiga
indikator utama yakni pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.
Keberagaman latar belakang pendidikan aparatur secara umum tidak
menghambat pelaksanaan tugas, sementara pelatihan dan bimbingan
teknis dari Kecamatan Candi telah membantu perangkat dalam
memahami sistem administrasi digital meskipun belum berjalan rutin.
Pengalaman kerja yang beragam berdasarkan usia dan masa kerja
menciptakan dinamika kolaboratif antara perangkat muda dan senior.
Namun, kesenjangan kemampuan adaptasi teknologi pada aparatur
berusia di atas 40 tahun serta ketergantungan pelatihan pada
ketersediaan anggaran masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu,
diperlukan pelatihan yang lebih terstruktur dan pendampingan teknis yang
berkelanjutan agar seluruh aparatur dapat menjalankan tugasnya secara
lebih optimal dan merata.
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Manfaat Penelitian
• Memberikan gambaran nyata kondisi kapasitas SDM aparatur desa sebagai

bahan evaluasi dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia di 
Pemerintah Desa Balongdowo.

• Menjadi acuan bagi pemerintah desa dan kecamatan dalam merancang
program pelatihan dan bimbingan teknis yang lebih terstruktur, berkelanjutan, 
dan sesuai kebutuhan aparatur.

• Memberikan rekomendasi penyediaan kapasitas aparatur desa, khususnya
dalam peningkatan kemampuan adaptasi teknologi untuk mendukung
pelayanan publik yang lebih optimal.

• Memperkaya kajian pengembangan kapasitas SDM dalam konteks
pemerintahan desa dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait
profesionalisme aparatur desa.
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